BAB I

PENDANULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya d2n masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera. tertib
dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19435 Untuk
mewitjudkan masyarakat [ndonesia yang sejahtera tersebut perlu penmgkatan secara
terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan ternasuk
ketersediaan  narkotika sebagai obat, (i samping untuk pengembangan ilmu
pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat beuantaat dan diperlukas untuk pengobatan dan
petayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai
dengan standar pengobatan, terlebih jika diserai dengan peredaran narkotika secara
gelap aksn menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun
masyacrakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih
besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhimya akan dapat
melemahkan ketahanan nasional.

Pemngkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan,
karena kejahatan narkotika pada umwnnya tidak dilakukan oleh perorangan secasa
berdin sendin, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh

sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.
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Di samping itu, kajahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan
dengan menggunakan metode operandi dan teknologi canggih. termasuk pengamanan
hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahaian narkotika tersebut
sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta memngkatkan
upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peradaran narkotika,
diperlukan pengatuan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan
dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha E£sa, manfaat, keseimbangan, keserasian,
keselarasan dan peri kehidupen, hukum, seita ilmu pengetahuan dan teknologi. dan
dengan mengingat ketentuan baru dalamy Konvensi Persenkatan Bangsa-Bangsa
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika Tahun 1988. yang
telah diratifikasi {lengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, tentang Pengesahan
Konveosi Persenkatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian. undang-undang yang baru diharapkan
lebih efeksf mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pecedaran gelap
narkotika, tertnasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik 1lndonesia
dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Keadaan di atas akan sangat erz;t hubungannya pula dengan para generasi
penerus bangsa ini terutama paia remsjanya, sehingga ditunjang oleh k eadaan-keadaan
di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang bar: tentang
narkotika i sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 :ahun 1997, Tentang

Narkotika.
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